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JAKARTA -DPR melalui panitia kerja
(panja) mulaimembahas Rancangan
Undang - Undang (RUU) Jabatan Hakim.
Dalam pembahasannya, RUU tersebut
mengatur secararigid mekanisme pem-
berhentian dan pengangkatan hakim.

Wakil Ketua Komisi III DPR
FPDIPTrimedyaPanjaitanyang
juga Ketua Panja RUU Jabatan
Hakim mengatakan, begitu
besar dan pentingnyaperanha-
kimdalammenegakkanhukum
di Indonesia, maka profesi
hakim haruslah mendapat per-
hatiannegara.

Karena itu, menurutnya,
perluadaundang-undang yang
secara khusus membahas jaba-
tan hakim. Di dalamnya diatur
kejelasan status hakim apakah
sebagai pejabat negara atau
aparatur sipil negara (ASN),
pola pengangkatan dan pem-
berhentian hakim, jenjang
karier, pengawasan, promosi
dan mutasi, serta penilaian
kinerja dan profesionalisme
hakim.

"Pasal-pasal krusial dalam
RUU ini antara lain definisi
hakim adalah hakim pada
Mahkamah Agung (MA) dan
hakim pada badan peradilan
yangberadadibawahnyadalam
lingkungan peradilan umum,
peradilan agama, peradilan
militer, peradilan tata usaha
negara, dan hakim pada
pengadilan khusus yang berada
dilingkungan peradilan (pasal1
ayat 1), dan mereka berkedu-
dukan sebagai pejabat negara,”
ungkap Trimedya dalam se-
minar RUU Jabatan Hakim di
Jakartakemarin.

Mengenai jabatan hakim
agung, Trimedya mengatakan,

dalam RUU itu diatur jabatan

hakim agung hanya selama 5
tahun, tetapi dapat ditetapkan
kembali dalam jabatan yang
samasetiap 5 tahunberikutnya
setelah melalui evaluasi Komisi
Yudisial (KY). "Hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud disam-
paikankepada DPRuntuk men-
dapatkan persetujuan diangkat
kembalimenjadihakimagung,”
paparnya.

YJabatanhakim
agunghanyasela-
mab5 tahun, tetapi
dapat ditetapkan
kembalisetelah
dievaluasiKY.”

TRIMEDYA PANJAITAN

Wakil Ketua Komisi Il DPR FPDIP -

Trimedya juga menyatakan,
hakim dilarang merangkap ja-
batan sebagai pelaksana putus-
an pengadilan, wali-pengampu
dan pejabat yang berkaitan
dengansuatuperkarayangakan
atau sedang diperiksa olehnya,
penasihat hukum, politisi, dan
pengusaha, serta diatur oleh
peraturanpemerintah.

Mengenai pemberhentian,
sambung Trimedya, hakim da-
pat diberhentikan secara hor-
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mat maupun secara tidak de-
ngan hormat. Pemberhentian
karena meninggal dunia, atas
permintaanmaafsendirisecara
tertulis, telah berusia 60 tahun
bagihakim pertama, berusia 63
tahun bagi hakim tinggi, dan
berusia 65 tahun bagi hakim
agung.
"Juga karena sakit jasmani -

atau rohani secara terus-mene-
rus selama tiga bulan berturut-

.-turut yang dibuktikan dengan

surat keterangan dokter, atau
tidak cakap dalam menjalankan
tugasnya. Kedua, pemberhenti-
an dengan secara tidak hormat
karena bersalah melakukan
tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum
tetap,” ungkapnya.

Hakim Agung I Gusti Agung
Sumananta mendukung ada-
nya RUU Jabatan Hakim ini.
Sebab, dengan adanya undang-
undang tersebut, jabatan ha-
kim bisa diatur secara mandiri
dan menjadi rujukan secara
nasional untuk para hakim.
"Pasal 3 UU 48 Tahun 2009
menyatakan, hakimwajib men-
jaga kemandirian kehakiman.
Jadi kita harus menjaga ke-
mandirianini,” tandasnya.

Wakil Ketua KY Sukma
Violeta menyatakan, perluada
prinsip perubahan manajemen
hakim.Menurutdia, sedariawal
hakim disebut sebagai pejabat
negara. Namunfaktanyaselama
17 tahun hakim justru disebut
sebagai pegawai negeri sipil
(PNS) sebagaimana diatur
dalam UU ASN. "Perubahan itu
harus dihentikan. Karena
hakimitusebagaipejabatnegara
kemudian diubah menjadi PNS.
Kalau statusnya diubah, maka
status manajemennya juga
harusdiubah,” paparnya.
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